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MEMUTUSKAN -

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINAAN PENYELESAIAN

BATAS DAERAH  ANTAR
KABUPATEN/KOTA

Membentuk Tim Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar

Kabupaten/Kota dengan

susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai
berikut :

a.

b.

menyiapkan dokumen peraturan perundang-undangan yang

akan digunakan untuk penyelesaian batas daerah,;

melakukan pengkajian terhadap dfkumer} be;tas untuk
' itik-titik koordinat sementara pada peta;

222;2;&1;?1@2; kerja batas berikut .titi_k-tiﬁk koordir} atnya dan

menentukan garis batas seg]entara di atas peta dasar,; ata

melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan

?na;;i{al;;n kan rapat fasilitasi penyelesaian perselisihan batas

daerah antar Kabupaten/Kota;

menyampaikan rekomendasi  perubahan batas daerah

kabupaten/kota kepada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan
abu 4 ;

: egeri; , :
Kemefltel?:nn %ﬁmrgegandatangam berita acara yang telab
menyiap

: isi batas daerah,;
. : aian perselisihan
disepz.lkaltl has;ll:):ii’l}’?;ls ksanaan kegiatan dan melaporkan
menyiapkan

Belitung.
kepada Gubernur Kepulauan Bangka Be

Dipindai dengan CamScanner



o biaya yang ¢
egala B timby
zibcba’nka'n pada An ) tkann

PrOV'insi Kepulauan ya keputusan ini,

angka . dan Belanja D
1.06.1.20.03.01.17.7800 5 3" Belitung  dengan moraor B

. 'Keputusan ini mulai berlale, Pada tanggal ditetapkan
ctap :

Ditetapka:] p
di Pangkalpinan
Pada tanpga) W April 201%

KEPULA

*  RUSTAM EFFENDI
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N GuUB
?OMOR : 13%13:4NUR KEPULAUAN BAN
ANGGAL : 44/%9 170 GKA BELITUNG

PV APRIL 201¢

PENYELESAIA
. INAAN N BATAS DAERAH ANTAR KAR
uF . Gub UPATEN/KOTA
fl ubernur Kepulauan Bangk :
,P;TUA - a Belitung,
b ~TUA ekretaris Dae _
p b KET rah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.,
‘\ .
IS Asisten Sekretari :
-EI{RETAR Kesejahteraa; a;zngragl Bidang Pemerintahan dan
| v Belitung. rov1n"s1 Kepulauan Bangka
RE S Kepala Biro P ; ' .
SEKRETARI D 0 Pemerintahan Sekretari inei
L Kepulauan Bangks Belitung at Daerah Provinsi
1. Kepala B d insi
OTA ' appeda Provinsi Kepulauan Bangka
GG Belitung. ©
2 Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
4, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan
P
Bangka Belitung.
S. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung,

7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.

8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

9 Kepala Bagian Tata Praja Sekretariat Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

‘sik dan Pertanahan
Kasubbag FPrasaranad I*“xs1.
10' S:Lkretaliat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.
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